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PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara gugatan antara :

Ketut Sri Arti Lestari,Tempat / Tanggal lahir di Banyuwangi, tanggal 25 Juni
1989, Alamat di Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini
memberikan kuasa Khusus kepada | Gusti Lanang Iriana, S.H
adalah Advokat, Pengacara dan / atau Konsultan Hukum
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia,
yang beralamat di Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 29 Desember 2021, yang telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 860 SK.
TK.I /2021 / PN Sgr, tertanggal 30 Desember 2021,selanjutnya
disebut sebagai Penggugat,

Lawan
Made Sariarta, Tempat / Tanggal lahir di Tamblang, tanggal 17 Maret 1979,

Alamat di Buleleng, Provinsi Bali, yang saat ini sedang menjadi
tahanan pada Lapas Narkotika kelas Il A Bangli, dengan alamat
di Banjar Buungan, Jalan Purasti,tiga, Susut, Kabupaten Bangli,
Laki — laki, Warga Negara Indonesia, selanjutnya, disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3
Januari 2022, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2022 ,
dibawah register Nomor 17 /Pdt.G/2022 /PN Sgr, dan aslinya diserahkan di
persidangan pada tanggal 2 Februari 2022 dan telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan didepan pemuka
agama HINDU, pada tanggal 9 September 2003 di Desa Tamblang, yang
kemudian dicatatkan dalam Akta Nikah No. 1419/WNI/Kbt/2013,
tertanggal 18 September 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Buleleng.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat mempunyai 2 orang anak

yang bernama Komang Bayu Wiguna lahir tanggal 9 Juni 2012 dan Ketut
Darma Wiguna lahir tanggal 13 Oktober 2016 yang diasuh oleh

Penggugat ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya
pasangan suami istri lainnya. Namun sejak awal tahun 2017 perkawinan
Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcokan/pertengkaran
yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai istri telah berusaha

menahan diri agar tidak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri, selama pernikahan

bertempat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Banjar Dinas Tangkid, Desa
Tamblang, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, akan tetapi setelah anak-
anak lahir, perilaku Tergugat berubah menjadi kasar, suka memukul dan

mabuk-mabukan.
5. Bahwa sejak + tahun 2018 Penggugat sudah tidak pernah

dinafkahi lahir batin oleh Tergugat dan sekarang Penggugat sudah tidak
tinggal bersama Tergugat, Penggugat tinggal di Solo berkerja sebagai

pemandu lagu.
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6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah
pisah cukup lama dari tahun 2018 sampai sekarang dan antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana
layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan
bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin
untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
7. Bahwa Tergugat saat ini sedang di rehab/ditahan di Lapas

Narkoba di Bangli karena menjual dan sebagai pemakai sabu dituntut 8

tahun 6 bulan penjara.
8. Bahwa setelah 2 tahun usia pernikahan, perilaku Tergugat

semakin kasar dan menjadi-jadi, bahkan sempat Penggugat melaporkan
tindakan kekerasan dalam rumah tangganya ke Kelian Adat Desa
Tamblang, yang kemudian Tergugat dipanggil dan mengadakan
musyawarah dengan dihadiri keluarga, yang pada intinya adalah mencari
solusi dan meminta pernyataan dari Tergugat untuk tidak mengulangi

tindakan pemukulan dan tindakan kasar yang lain.
9. Bahwa setelah dimusyawarahkan secara keluarga dengan dihadiri

Kelian Adat Desa Tamblang, hanya berselang beberapa hari tindakan
kasar itupun terjadi lagi, kemudian Penggugat yang sudah merasa tidak
tahan dengan sikap tersebut, maka Penggugat kembali ke rumah
keluarganya sampai sekarang sudah hampir 3 (tiga) tahun lebih berjalan,
dan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
UU No 1 Tahun 1974, Pasal 19 ayat 2 berbunyi Salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya, hal ini menjadikan sebab diajukannya gugatan

perceraian.
10. Bahwa tindakan kasar yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai

dengan Pasal 34 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN,
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yang berbunyi : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya, dengan demikian sudah sangat jelas terlihat bahwa
Tergugat tidak bisa melindungi Penggugat, malah justru membuat hidup

Penggugat menderita.
11. Demikian terhadap Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974, yang berbunyi

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan
memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, pun sudah
tidak terpenuhi karena peran sebagai suami istri yang saling mencintai

dan membantu lahir dan batin tidak pernah terjadi.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon
kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja untuk segera
memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan

yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ketut Sri Arti Lestari)

dan Tergugat (Made Sariarta) putus karena perceraian, beserta segala

akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan

putusan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera diterbitkan Akta

Perceraian;
4, Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan hukum

yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja mempunyai
pendapat yang lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et

bono).
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
menghadap Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun
telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 17
/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 19 Januari 2022,
ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya
mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan
dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat dan penggugat
menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini,
Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai
ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada
Tergugat Nomor : Nomor : 17 /Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 13 Januari 2022 dan
tanggal 19 Januari 2022, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil
berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan
menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil
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dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak
hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran
Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab
gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan
dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai
dengan bukti bertanda P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang
saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1.Desak
Komang Ayu Trisiwi dan Saksi 2. Putu Swastini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan)
disebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya”. Dan pada ayat (2) dikatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat
disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin
sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud
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dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kutipan
Akta Perkawinan, Nomor : 1419 / WNI / Kbt / 2013, tertanggal , dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan bukti Surat P.2
berupa kartu tanda Penduduk Nomor : 5108081807110028, tertanggal 10 Juni
2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan
bahwa .Ketut Sariarta ( Tergugat ) Sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti
surat tersebut diperoleh Fakta bahwa Ketut Sariata ( Tergugat) dengan Ketut
Sri Arti Lestari ( Penggugat ) adalah suami — istri yang telah melangsungkan
perkawinan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Mangku Nyoman
Kerawan, pada tanggal 9 September 2003, bertempat di Banjar Dinas Tangkid,
Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng serta
dikuatkan oleh keterangan saksi .Desak Komang Ayu Trisiwi dan Saksi 2. Putu
Swastini , yang mana keterangannya saling berkesusaian yang menerangkan
bahwa Pengggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara
Agama Hindu,yang dipuput oleh Jro Mangku Nyoman Kerawan, pada tanggal 9
September 2003, bertempat di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya
(agama Hindu ) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus
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karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada
cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi,

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suamif/istri;
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat
tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan
adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

Halaman 8 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor : 17 /Pdt.G/2022 /PN Sgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil
dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai
dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menyatakan.
1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f,

diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas

bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu
dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat

dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi .Desak Komang Ayu
Trisiwi dan Saksi 2. Putu Swastini, yang mana keterangannya saling
bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi
percekcokan terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering berbuat
kasar dan tergugat pergi pagi dan pulang pagi dan permasalahan tersebut
pernah diselesaikan di Balai Desa dan tergugat mau berubah tapi tidak lama
tergugat berulang lagi dan sejak tahun 2018 penggugat dengan tergugat sudah
tidak tinggal Bersama lagi yang mana penggugat sekarang tinggal di Solo dan
tergugat ditahan di Lapas LP Bangli ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat
kaidah hukum bahwa percekcokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara
terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa
penyebab dari percekcokkan tersebut, namun apabila percekcokkan tersebut
tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur

ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;
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Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987,
terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang
tidak dapat didamaikan lagi (onheelbaretweespalt) bukanlah ditekankan kepada
penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan
adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat
didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan
dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah
terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam
rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat
dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan
Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung
pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan
perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak
dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan
perceraiannya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan
dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan yaitu Memerintahkan
kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selambat-

lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk
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segera diterbitkan Akta Perceraian, terhadap petitum tersebut akan

dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri
hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat
Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan
Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada
Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat
mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk
itu.” Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat
dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja,
sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai
kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 3 di atas, oleh
karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang
bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak
yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan
perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh
Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang
merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan
seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut
dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang
jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,Pasal 19 huruf (f)
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak

hadir;

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

dengan verstek;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawin antara Penggugat dengan Tergugat

yang dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu yang

dipuput oleh Jro Mangku Nyoman Kerawan, pada tanggal 9 September

2003, bertempat di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan

Kubutambahan, Kabupaten Buleleng adalah sah secara Hukum dan Putus

karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnnya ;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini

kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan

Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari

ini ditaksir sejumlah Rp 570.000,- ( Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh
kami: Made Hermayanti Muliartha, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka
Satria Utama, S.H, dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi S.H,M.H masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 10 Januari

2022, Putusan tersebut pada hari Rabu , tanggal 9 Februari 2022, diucapkan
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dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut | Ketuta Dunia, S.H, Panitera Pengganti dan
Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H Made Hermayanti Muliartha, S.H

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi S.H,M.H

Panitera Pengganti,

| Ketuta Dunia, S.H
Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan . Rp. 400.000-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi :  Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah :  Rp. 50.000,- +

Rp 570.000,- ( Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah );
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